
BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan

anggaran responsif gender pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa :

1.  Pada tahun 2015-2017 Anggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang sudah efektif, namun

dalam beberapa program, ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena

lemahnya fungsi perencanaan dan pengawasan. Faktor-faktor penyebab

tidak efektifnya Anggaran Responsif Gender adalah Sumber daya manusia

yang kurang kompeten, Mutasi kerja yang tidak sesuai dengan keahlian

sebelumnya, Perencanaan yang kurang matang, Sistem pengawasan yang

kurang baik, Tidak adanya koordinasi antara pimpinan terhadap bawahan,

maupun sebaliknya, tidak ada kordinasi antara bidang satu dengan yang

lainnya,dan Tidak melakukan rapat evaluasi. Faktor-faktor itulah yang

menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di

Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Kupang adalah Melakukan pelatihan terhadap

Kepala beserta Staf bidang Perencanaan Evaluasi dan pelaporan untuk

meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya Anggaran Responsif



Gender, Membangun transparansi terhadap bidang satu dan lainnya agar

bisa bekerja sama dalam melaksanakan program Anggaran Responsif

Gender, Memperbaiki sistem dan prosedur perencanaan, Membangun

sistem pengawasan yang baik, dan Melakukan rapat evaluasi agar

kesalahan pada pelaksanaan program sebelumnya dapat diperbaiki untuk

tahun selanjutnya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis

memberikan saran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Kupang :

1. Melakukan perencanaan Anggaran  tepat waktu  agar pelaksanaan

Anggaran Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Kupang berjalan lebih efektif.

2. Memberikan pelatihan kepada pengurus baru apabila mengalami

pergantian pengurus khususnya bagi kepala dan staf bidang perencanaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.
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